Ombudsman RI Tinjau Pelayanan
Publik di Puskesmas Rumbia,
Dinkes Bombana Komitmen
Perkuat Standar Layanan
Kesehatan

Bombana, Sultranet.com - Ombudsman Republik Indonesia melakukan kunjungan
kerja ke Puskesmas Rumbia, Kabupaten Bombana, dalam rangka pengawasan dan
pembinaan terhadap standar kepatuhan pelayanan publik di fasilitas pelayanan
kesehatan. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan pelayanan
kesehatan kepada masyarakat berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan
dan prinsip pelayanan publik yang baik, yang berlangsung di Puskesmas Rumbia,
Rabu, 8 April 2026.

Kunjungan itu turut didampingi Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana,
Fatmiati Rinambo, S.ST., M.Kes., bersama Kepala Bidang Pelayanan dan SDMK
Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana, Tarzan, SKM., M.Sc.

Dalam kegiatan tersebut, tim Ombudsman RI melakukan peninjauan langsung
terhadap berbagai aspek pelayanan kesehatan di Puskesmas Rumbia.
Pemeriksaan dilakukan mulai dari alur pelayanan pasien, sistem administrasi
pelayanan, ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, hingga penerapan
standar operasional prosedur (SOP) oleh tenaga kesehatan di lapangan.

Selain melakukan peninjauan fasilitas, tim Ombudsman juga menggelar dialog
interaktif bersama tenaga kesehatan guna menggali informasi terkait
pelaksanaan pelayanan kesehatan, kendala yang dihadapi petugas, serta praktik-
praktik baik yang telah diterapkan dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat.

Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana, Fatmiati Rinambo, mengatakan
kunjungan Ombudsman RI menjadi bagian penting dalam mendorong
peningkatan kualitas pelayanan publik di sektor kesehatan, khususnya di fasilitas
kesehatan tingkat pertama.
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Menurut Fatmiati, pengawasan dan pembinaan yang dilakukan Ombudsman
merupakan bentuk sinergi positif antara lembaga pengawas pelayanan publik dan
pemerintah daerah dalam memastikan masyarakat memperoleh pelayanan
kesehatan yang berkualitas, profesional, dan sesuai standar.

“Kunjungan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas
pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan, khususnya di puskesmas
sebagai garda terdepan pelayanan masyarakat,” ujar Fatmiati.

Ia menjelaskan, Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana terus berupaya
memperkuat standar pelayanan kesehatan melalui pembinaan tenaga kesehatan,
peningkatan sarana prasarana, hingga penguatan sistem pelayanan yang lebih
cepat, transparan, dan akuntabel.

Fatmiati menambahkan, pelayanan kesehatan yang baik tidak hanya ditentukan
oleh fasilitas yang memadai, tetapi juga oleh sikap profesional, kedisiplinan, dan
komitmen tenaga kesehatan dalam melayani masyarakat dengan humanis.

“Kami ingin memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang
nyaman, mudah diakses, dan sesuai dengan standar pelayanan publik yang
berlaku,” katanya.

Sementara itu, dialog antara tim Ombudsman dan tenaga kesehatan berlangsung
aktif dan terbuka. Sejumlah tenaga kesehatan menyampaikan berbagai
pengalaman di lapangan, termasuk tantangan dalam pelayanan kesehatan dasar,
kebutuhan peningkatan fasilitas pendukung, serta upaya yang selama ini
dilakukan untuk menjaga mutu pelayanan kepada masyarakat.

Kegiatan tersebut juga menjadi ruang evaluasi terhadap implementasi standar
pelayanan publik di fasilitas kesehatan. Ombudsman RI menilai pengawasan
secara berkala penting dilakukan agar pelayanan publik di sektor kesehatan terus
mengalami perbaikan dan peningkatan kualitas.

Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana menyambut baik kegiatan tersebut karena
dinilai mampu memberikan masukan konstruktif bagi peningkatan pelayanan
kesehatan di daerah. Pemerintah daerah berharap sinergi antara Ombudsman
dan fasilitas pelayanan kesehatan dapat terus terjalin dalam mendorong budaya
pelayanan publik yang profesional dan berorientasi pada kepentingan
masyarakat.



Selain memastikan kepatuhan terhadap standar pelayanan publik, kunjungan
tersebut juga diharapkan mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap
layanan kesehatan pemerintah, khususnya di tingkat puskesmas.

Fatmiati menegaskan, Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana akan terus
melakukan evaluasi dan pembenahan layanan kesehatan secara berkelanjutan
agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang semakin baik dari waktu ke
waktu.

“Pelayanan kesehatan adalah kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, kami
berkomitmen terus meningkatkan kualitas layanan dengan mengedepankan
profesionalitas, keterbukaan, dan kepentingan masyarakat,” tambahnya. (adv)

Bombana Raih Peringkat Kedua
Penilaian Pelayanan Publik di
Sultra

Kendari, sultranet.com - Kabupaten Bombana mencatatkan prestasi
membanggakan dalam Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Tahun 2024 atau Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang
diselenggarakan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi
Tenggara.

Dalam acara yang berlangsung di Kantor Ombudsman Sultra pada Kamis
(7/3/2025), Bombana berhasil meraih skor 93,09 dan menempati peringkat kedua
terbaik se-Sulawesi Tenggara dalam aspek pelayanan publik di antara
kabupaten/kota lainnya.

Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI
Sultra, Mastri Susillo, kepada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
Kabupaten Bombana. Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., turut hadir
dalam acara tersebut bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Bombana.
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Sejumlah OPD yang menerima penghargaan antara lain Dinas Kesehatan melalui
Puskesmas Lombakasih Kecamatan Lantari Jaya dan Puskesmas Kecamatan
Rumbia, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-
PTSP), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disduk Capil), Dinas
Pendidikan, serta Dinas Sosial.

Kepala Ombudsman Sultra, Mastri Susillo, mengapresiasi keseriusan Pemerintah
Kabupaten Bombana dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Menurutnya, pencapaian ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam
memenuhi standar pelayanan yang baik dan sesuai dengan regulasi.

“Kami melihat upaya nyata yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bombana
untuk meningkatkan pelayanan publik. Hasil penilaian ini menunjukkan bahwa
Bombana telah bertransformasi menjadi salah satu daerah dengan pelayanan
terbaik di Sulawesi Tenggara,” ujar Mastri Susillo.

Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., menyampaikan rasa terima kasih
kepada Ombudsman RI Perwakilan Sultra atas bimbingan dan arahan yang
diberikan kepada jajarannya. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah akan
terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik agar semakin optimal



bagi masyarakat.

“Hasil ini akan menjadi motivasi dan semangat bagi kami untuk terus
meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Bombana. Kami juga akan
menindaklanjuti setiap rekomendasi dan saran dari Ombudsman untuk perbaikan
ke depan,” kata Burhanuddin.

Ia menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bombana berkomitmen untuk
melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelayanan publik agar dapat terus
memenuhi harapan masyarakat.

Keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam
mengelola pelayanan publik secara transparan dan profesional. Dengan
meningkatnya standar pelayanan, masyarakat Bombana akan semakin merasakan
manfaat nyata dari kebijakan yang dijalankan pemerintah daerah.



